|SALINAN|

KOMISI PEMILIHAN UMLUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KFEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN LMUIM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : 114/Kpt/KPU-Prov-0172012

TENTANG

PENETAPAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SF NUSA TENGGARA
BARAT SEBAGAI BAGIAN PELAKSANA TAHAPAN PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN
WAKIL GLBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2013

KOMISI PEMILTHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbing, : a. bahwa ketentvan Pasal 66 ayat (2) UL Nomor 32 whun 2004, dan Pasal 4
ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 menyebutkan behwa
dalam penyelenggaran pemiliban Gubernar dan Wakil Gubemur KPUD
Kabupaten/Kota adalah  bagian  pelaksana  tzhapan  penyelengparun
pernilihan yang ditetapkan oleh KPLUD provinsi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud hurut a, perle
menetapkan Keputusan Komisi Pemilitan Umum Provinsi Nusa Tenggara
Baral eatang Penetapan Komisi Pemiliban Umum Kabupaten/Kota se Nusa
Tenggara Darat sebagai Bagian Pelaksana Tahapan Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Gubernue dan Wakil Gubemur Nuse Tenpgara Barat
Tahwn 2013,

Mengingat = 1. Undang-lindang Nemor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Dacral-
dacrah Tingkat 1 Bali, Nusa Tevpggara Baral Dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Taehun 1958 Nomaor 113, ‘Tambahan
Lembaran Negasa Namor 1649);

2. Undang-Undang, Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
scbagaimana telah divbah beberapn kali terakhir dengan Unidang-undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintanan Daerah (Lembiun Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lemburan Negarn Nomor
4841);
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Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan,
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga tentang Pemilihan,
Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan
Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor:
83/Kpts/KPU-Prov-017/2012 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara
di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil
Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor:
84/Kpts/KPU-Prov-017/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadual
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa
Tenggara Barat Tahun 2013;

Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara
Barat Nomor: 759/BA/X/2012 tanggal 6 Oktober 2012 tentang Penetapan
Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil
Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2013

MEMUTUSKAN

PENETAPAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SE
NUSA TENGGARA BARAT SEBAGAI BAGIAN PELAKSANA
TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2013

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur
Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi
Nusa Tenggara Barat, maka KPU Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat
merupakan bagian pelaksana penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil
Gubernur Nusa Tenggara Barat.
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KEDITA i KPU Kabupaten’Kotz s¢ Nusi lenggara Barat schagai hagian pelaksana
penyelenggaraan Pemilu Gubernur den Wakil Gubeenur di daerahnya,
bertangeungjawal terhadap seluruh Seiatannya kepada KPU Provinsi Nusa
Tengeara Barat.

KLCTICA : Biaye peayelenggaroan Pernilihan Umum Gubemur dan Wakil Gubzenur Niza
Tenggara Darat Inhun 2005 dihebankan kepeds APBD Provinsi Nusa
Tenggara Barat Tahun Anggaran 201 3.

KEEMPAT ¢ Bagi KPU Kabupaten/Kota vang menyelenggarakan Pemilihan Umum Bupatd
dan Wekil Bupari, Walikota dun Wekil Welikoto dalam wektu yang bersamaen
dengan Pemilu Gubemur ¢an Wakil Gubemur Nusa lenggara Bardl, maka
biayn penvelenggarannnys  dibebackan pada APBI) Provinsi dan APRD
KabupistenKota vang bersanaltan

KELIMA ¢ Keputusan ini mulai herlaku nada tangesl diterapkan

Diteephkan ¢i Maturan
Pacy tangeal: 6 Oxtober 2012
KETLIA
Ted.

FAUZAN KHALLID

Salinan sesuzi dengan aslinya
s RIAT KP1I PROVINSINTB
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